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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
(Q.S Ali Imran : 104)
Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang ingin mereka tahu hanya bagian succes stories, Berjuang untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah atas kemudahan yang Allah SWT berikan dalam pembuatan skripsi 
ini dan tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad 
SAW. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada :
· Yang utama dan pertama setelah Allah SWT. Yaitu kedua orang tua (Ayahanda Bambang Sismoyo dan Ibunda Elvi Susriyanti) Serta Mamas M.Andi Satya Wismoyo. S.SI yang selalu memberikan support yang begitu besar terhadap proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini.
· Untuk keluarga besar yang ada di Lubuklinggau dan Palembang terkhusunya Mama Luluk dan Papa Yus yang telah banyak memberikan motivasi dan doa untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
· Teruntuk bapak/ibu dosen UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu yang bermanfaat buat bekal masa depan.
· Untuk rekan-rekan seperjuangan terdekat saya team Garap Skripsi itu gampang, yang telah memberikan ilmu dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Urgensi pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri ditinjau dari Kemaslahatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyak permasalahan yang terjadi di Lingkup Institusi Polri, salah satunya yakni mengenai pengaturan izin perkawinan tanpa sepengatahuan pejabat berwenang. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang 1) Apa Urgensi pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri. 2) Bagaimana pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri ditinjau dari segi Kemaslahatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja Urgensi pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri dan untuk mengdeskripsikan apa tinjauan dari segi Kemaslahatannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, yakni Sumber bahan hukum diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 
Teknik pengumpulan data yaitu Dokumentasi, Kepustakaan dan mengkaji sumber-sumber yang berhubungan terhadap permasalahan yang dikaji penulis. Teknik analisis data yang digunakan yakni metode deskriptip kualitatif, yaitu data yang bersifat penjelasan, uraian, pendapat, maupun pemaparan. sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Urgensi pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri disebabkan karena demi mewujudnya administrasi yang tertib dilingkungan Institusi Polri. Dan Pengaturan bagi anggota Polri ditinjau dari segi Kemaslahatan pertama sering terjadinya oknum Polri melakukan kawin tanpa sepengetahuan atasannya, kedua adanya oknum anggota polri beristri / bersuami lebih dari seorang.

Kata Kunci:   Izin perkawinan, Pengaturan, Polri, Urgensi











PEDOMAN TRANSLITERASI
Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Konsonan
	Huruf
	Nama
	Penulisan

	
	
	Huruf kapital
	Huruf kecil

	ا
	Alif
	Tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	B

	ت
	Ta
	T
	T

	ث
	Tsa
	Ts
	Ts

	ج
	Jim
	J
	J

	ح
	Ha
	H
	H

	خ
	Kha
	Kh
	Kh

	د
	Dal
	D
	D

	ذ
	Dzal
	Dz
	Dz

	ر
	Ra
	R
	R

	ز
	Zai
	Z
	Z

	س
	Sin
	S
	S

	ش
	Syin
	Sy
	Sy

	ص
	Shad
	Sh
	Sh

	ض
	Dhad
	Dl
	Dl

	ط
	Tha
	Th
	Th

	ظ
	Zha
	Zh
	Zh

	ع
	‘Ain
	‘
	‘

	غ
	Ghain
	Gh
	Gh

	ف
	Fa
	F
	F

	ق
	Qaf
	Q
	Q

	ك
	Kaf
	K
	K

	ل
	Lam
	L
	L

	م
	Mim
	M
	M

	ن
	Nun
	N
	N

	و
	Waw
	W
	W

	ھ
	Ha
	H
	H

	ء
	Hamzah
	ٔ
	ٔ

	ي
	Ya
	Y
	Y



2. Vokal
Sebagaimana halnya vocal Bahasa Indonesiav, vocal Bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal (monoftong)dan vokal rangkap (diftong).

a. Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat
Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh

	اٙ
	Fathah
	A
	مَنْ

	اِ
	Kasrah
	I
	مِنْ

	اُ
	Dhammah
	U
	رُفِعٙ



b. Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.
Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh

	لٙي
	Fathah dan ya
	Ai
	كٙيْفٙ

	تٙوْ
	Fathah dan waw
	Au
	حٙوْلٙ



3. Maddah
Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).
Contoh:
	Tanda
	Nama
	Latin
	Contoh
	Ditulis

	ماا

مى
	Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunkan huruf ya
	 Ā/ā
	مٙات \
رَمٙى
	Māta/
Rama

	ي
	Kasrah dan ya
	Ī/ī
	قِيْلٙ
	Qīla

	مُوْ
	Dhammad dan waw
	Ū/ū
	يٙمُوْتُ
	Yamūtu



4. Ta Marbuthah
Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut:
a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah maka transliterasinya adalah huruf ţ;
b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruh h;
Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
الْأٙطْفٙالِرٙوْضٙةُ	=	Raudhatul athfāl
الْمُنٙوّٙرٙةُاٙلْمٙدِيْنٙةُ	=	Al-Madīnah al-Munawwarah
الدِّيْنِيٙةُاٙلْمٙدْرٙسٙة	=	Al-madrasah ad-dīniyah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.
Misalnya:
رٙبّٙنٙا	=	Rabbanā	نٙزّٙلٙ	=	Nazzala
اٙلْبِرُّ	=	Al-birr	اٙلْحٙجُّ	=	Al-Hajj

6. Kata Sandang al
a. Diikuti oleh huruf as-syamsiyah, maka ditranslitersaikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ī] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.
Contoh:
اٙلسّٙيِّدُ	=	As-Sayyidu	اٙلتّٙوّٙابُ	=	At-Tawwābu
اٙلرّٙجُلُ	=	Ar-Rajulu	اٙلشّٙمْشُ	=	As-Syams
b. Diikuti oleh huruf al-Qomariyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.
Contoh:
اٙلْجٙلٙالُ	=	Al-Jalāl	اٙلْبٙدِيْعُ	=	Al-badī’u
اٙلْكِتٙابُ	=	Al-kitāb	اّلْقٙمٙرُ	=	Al-qomaru
Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qomariyah.

7. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.
Contoh:
خُذُوْنٙتٙأْ	=		Ta’khuzūna		أُمِرْتُ	=	Umirtu
اٙالشُّھٙدٙاءُ	=	As-Syuhadā		بِھٙاتِفٙأْ	=	Fa’ti bihā

8. Penulisan Kata
Setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf  pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperi itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.
Contoh:
	Arab
	Semestinya
	Cara Transliterasi

	ألْكٙيْلٙوٙأٙوْفُوْا
	Wa aufū al-kaila
	Wa auful-kaila

	١لنّٙسِعٙلٙىوٙلِلّٙهِ
	Wa lillahi ‘ala al-nas
	Wa lillāhi ‘alannās

	الْمٙدْرٙسٙةِفِىيدْرُسُ
	Yadrusu fi’al-madrasah
	Yadrusu fil-madrasah



9. Huruf Kapital
Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
	Kedudukan
	Arab
	Transliterasi

	Awal kalimat
	نٙفْسٙهُعٙرٙفٙمّنْ
	Man ‘arafa nafsahu

	Nama diri
	رٙسُوْلٌاِلاّٙمُحٙمّٙدٌوٙمٙا
	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	nama tempat
	الْمُنٙوّٙرٙةُالْمٙدِيْنٙةُمِنٙ
	Minal-Madīnatil-Munawwarah

	nama bulan
	رٙمٙضّانٙشٙھْرِاِلٙى
	Ilā syahri Ramadāna

	Nama diri didahului al
	الشّٙافِعِىذٙھٙبٙ
	Zahaba as-Syāfi’ī

	Nama tempat didahului
	الْمٙكّٙةُمِنٙرٙجٙعٙ
	Raja’a min al-Makkah



10. Penulisan Kata Allah
Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.
Contoh:
وٙاللهُ	=	Wallāhu		اللهِفِ	=	Fillāhi
اللهِمِنٙ	=	Minallāhi		لِلّٙهِ	=	Lillāhi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan yaitu sebuah perikatan suci dari kedua pasangan pria dan wanita yang saling mencintai, dan tentunya menurut hukum Islam maupun hukum negara sebuah ikatan perkawinan haruslah disahkan melalui kepenghuluan untuk umat islam dan kepada pendeta bagi non muslim.
Dalam sejarah perkembangan manusia tak terdapat seorang pun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu hanya sementara waktu. Sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok, yaitu hasrat untuk hidup bermasyarakat.[footnoteRef:1] [1:  C.S.T Kansil,  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka,1989),30] 

Perkawinan bukanlah suatu ikatan yang biasa, perkawinan sendiri adalah ikatan yang sakral, bukan hanya sekedar saling mencintai, namun lebih dari ikatan yang kuat dalam membina kekeluargaan. Sebab itu aturan dalam hidup bersama dalam satu rumah tangga sangatlah diperlukan. Dari Aturan inilah tercipta sebuah ikatan perkawinan yakni menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri yang sah tidak ada larangannya.[footnoteRef:2] [2:  Djoko Prakorso, I ketut Murtika, Asaz-asaz Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : PT.Bina Aksara,1987,  94] 



Dalam agama Islam perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian sakral dalam rangka mengikat antara pria dengan seorang wanita daIam ikatan suci, demi menghalalkan hubungan intim, yang dengan didasari oleh rasa ridho dan bahagia antara kedua pasangan dalam menjalin ikatan.[footnoteRef:3] Pernikahan dalam Islam juga didasari oleh syariat hukum  [3:  Utary Maharany Barus “Urgensi pencatatan perkawinan pada masyarakat muslim di Kelurahan kampung Nangka, Binjai Utara.” Jurnal Ilmiah penegakan Hukum Vol 9 (1) Juni 2022.] 

1

islam [footnoteRef:4]melalui perkawinanlah ikatan itu dibangun dan kekeluargaan terwujud. [4:  Qodariah Barkah dan Sri Asmita, “Kontekstualisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia” Jurnal Hukum Islam, Vol 16, No 1 (Juni 2018)] 

Aristoteles menyebutkan bahwa manusia sebagai zoon politicon yang berarti manusia itu merupakan makluk sosial yang dasarnya pasti ingin berkumpul bersama jenis nya atau sesamanya, dalam hal memenuhi kebutuhan sebagai makluk sosial.[footnoteRef:5] [5:  Herimanto dan Winarno, 2012. Ilmu sosial &Budaya Dasar, Jakarta Timur :PT Bumi Aksara ,44] 

Manusia yang senantiasa hidup dengan manusia Iainnya (masyarakatnya). Ia tidak bisa merelisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri, Manusia cenderung membutuhkan orang Iain untuk itu, sama halnya dalam pemenuhan hak, maka dari itulah manusia membutuhkan kesatuan keluarga melalui ikatan perkawinan, lalu hal inilah yang akan selalu menginspirasi manusia untuk hidup bersama sebagai sebuah Keluarga.
Menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan Iahir batin perempuan sama dengan lelaki sebagai pasangan suami isteri guna membangun rumah tangga kekaI bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[footnoteRef:6] Dari rumusan arti sebuah perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung aspek religius, sosial, biologis, dan yuridis. Pada aspeknya, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang terikat perjanjian secara religius dengan syarat yang telah ditetapkan. Sementara jika dilihat dari aspek biologisnya, perkawinan merupakan salah satu jalan untuk meneruskan keturunan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Adapun secara aspek yuridis, perkawinan dianggap sebagai
perbuatan tercatat antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:7] [6:  Undang-undang  Nomor 16 tahun 2019  tentang  perubahahan atas Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 ]  [7:  Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, Masdar Maju, Bandung, 2002. . 75-76] 


Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menjelaskan bahwa:
Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu ibadah. Tujuannya menciptakan kesakinahan keluarga dan meneruskan keturunan yang berakhlak agar bahagia dunia dan akhirat.[footnoteRef:8] Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan nampak jelas sekali bahwa perkawinan merupakan fitrah ilahi hal ini dijelaskan dalam Surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi : [8:  Departemen Agama RI, Pedoman Akad Nikah, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006. 1] 


 وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً
                                               وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.[footnoteRef:9] [9:  Surah ar-rum ayat 21, Al-Quran Cordoba] 


Ajaran Islam diyakini sebagai agama yang membawa berkah dan rahmat bagi alam semesta yang salah satu bentuk rahmatnya adalah pernikahan. Perkawinan adalah suatu peristiwa paling sakral dalam hidup, serta jalan yang sah untuk memperoleh keturunan dan kesejahteraan. Perkawinan merupakan landasan untuk menciptakan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan yang keji sebagaimana juga menjadi kebahagian hidup, serta sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kehinaan, serta penyebab perolehan keturunan yang sah.
Hukum kodrat dunia perkawinan adalah Sunnahtullah. Perkawinan dilakukan oleh umat manusia bahkan segala makluk Allah karena salah satu dari tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan, serta membangun generasi yang beriman kepada Allah SWT di muka bumi ini.[footnoteRef:10] firmannya surah QS. Az-Zharyat ayat 49: [10:  Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Depok: PT Raja Grafindo Press, Cet Ke -3)] 


وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” 

Perkawinan menjadi suatu dasar dari sendi-sendi ajaran Islam dan susunan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk membangun suatu negara ialah adanya warga negara. Sekelompok warga negara disebut masyarakat dan individual dari setiap masyarakat inilah yang dapat mendorong kemajuan berbangsa dan bernegara. Dengan perkataan lain, suatu negara terbentuk dari kumpulan negara-negara kecil, yaitu kumpulan keluarga-keluarga dari warga negaranya. Perkawinan sendiri merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung tiap gagasan pemerintah untuk membangun negaranya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kesejahteraan sebuah negara diproleh juga dari adanya kelompok terkecil negara tersebut yaitu sebuah keluarga.
Demi terlaksananya tugas pemerintahan dan pembangunan nasional besar harapan untuk kesempurnaan aparatur negara terkhusus pegawai negeri. Sebab itu, dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat berperadaban modern dan taat hukum guna mencapai tujuan pembangunan nasional maka diperlukan pengabdi negara maupun aparat negara yang menjalankan perannya sebagai penyelenggara yang adil kepada masyarakat lainnya.[footnoteRef:11] Bahwa yang dimaksud pengabdi negara  atau aparat negara ialah warga negara yang memenuhi syarat-syarat yamg telah di tentukan oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas dalam sautu jabatan negara dan diserahkan tugas lainnya, serta dibayarkan gaji sesuai aturan perundang-undang yamg berlaku. [11:  Indonesia, Undang-Undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, TLN No.3890, Penjelasan umum angka 1] 

Perkawinan merupakan kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan aturan tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan mengatur persyaratan untuk melaksanakan pernikahan. Adapun.persyaratannya terdiri atas syarat materil dan syarat formil. Syarat materil, adalah suatu syarat yang menempel kepada setiap individu yang melangsungkan suatuu perkawinan, selain itu syarat formil, merupakan tata cara dan tahapan dalam melangsungkan perkawinan.[footnoteRef:12] [12:  Rachmad Usman, Aspek-aspek Hukum perorangan dan kekeluargaan di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006),273-279] 

Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dengan baik. Polisi Negara Republik Indonesia juga mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati sesuai dengan yang berlaku termasuk dengan perkawinannya. Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus melakukan sidang pra nikah Dalam rangka terciptanya keluarga yang tentram bagi anggota Polri, maka Kapolri mengeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Pasal 5 No 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin kawin. 
Hubungan antara perkawinan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat digambarkan sebagai wujud keberhasilan dan kemakmuran bangsa-bangsa kecil, yang tidak lain dari keluarga warga negaranya. Perkawinan memiliki kaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana perkawinan ini dapat dikatakan sebagai suatu keberhasilan akan kesejahteraan suatu negara yang tidak lain mendukung kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional. Adapun salah satunya ialah perkawinan bagi anggota Polri, abdi negara atau masyarakat-masyarakat yang mendorong pembangunan nasional negara Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut Polri dianggap sebagai alat negara yang perannya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan juga pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga negeri ini. Pejabat kepolisian adalah pejabat dilingkungan polri dari tingkatan pusat sampai ke tingkatan wilayah kepolisian.[footnoteRef:13] Polri merupakan unsur dari aparat negara, abdi negara dan atau abdi masyarakat yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam tingkah laku maupun ketaatannya sebagaimana tercatat pada perundang-undangan yang berlaku. Polri bekerja dua puluh empat jam sehari.[footnoteRef:14] Oleh karena itu anggota polri diperlukan kesiapan mental dan fisik yang prima untuk memenuhi kewajiban ini. Karena anggota Polri hanyalah manusia biasa yang memiliki kebutuhan biologis dan dorongan seksual, solusi yang terbaik ialah menikah. Dengan adanya keluarga seseorang akan memiliki kehidupan yang lebih damai, tenang dan bebas dari perilaku maksiat. [13:  Perkap Pasal 1 No.7 Tahun 2008 tentang Pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas POLRI,]  [14:  Titi Aiza, Prosedur perkawinanan anggota Polda Bengkulu dalam membetuk keIuarga sakinah mawadah warohmah Perspektif Hukum KeIuarga Islam, Journal Qiyas Vol. 6 No.1 April 2021] 

Secara etimonologis hukum kepolisian berasal dari bahasa Belanda Politie Recht, Jerman PolizeiRechts dan Inggris Police Law, yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi Hukum Kepolisian. Istilah Hukum Kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang Lembaga dan Fungsi pemerintahaan dibidang pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat.[footnoteRef:15] Sebagai pendukung pemaknaan lstilah hukum kepolisian, berikut dikutip beberapa pendapat dari penulis, antara lain Bill Dreswdan Gerhard Wacke, mengartikan “polizei recht” yaitu peraturan atau hukum yang mengikat anggota kepolisan sebagai dasar-dasar hukum secara umum untuk memberi kewenangan, kewajiban dengan kekuasaan polisi, serta memberi kewenangan secara khusus.[footnoteRef:16] [15:  Ida Bagus Kade Danendra, Kededukan dan fumgsi kepolisian dlalam sruktur organisasi negara Indonesia, Jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.]  [16:  Momo Kelana, “Hukum Kepolisian”, Jakarta:PTIK press,2007] 

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, dalam kewenangan Polri yakni melayani, mengayomi serta menlindungi masyarakat agar memiliki kehidupan yang tertib dan optimal. Maka, Polri memiliki peraturan yang wajib ditaati sebagaimana peraturan Undang-undang termasuk pada peraturan dalam perkawinan. Sebelum melangsungkan perkawinan, anggota polri diminta memenuhi syarat sidang pranikah yang dimana sidang tersebut dipimpin oleh para pejabat yang berwenang. Proses ini tidak memerlukan pencatatan di KUA dikarenakan Polri sendiri memiliki aturan pencatatan perkawinan bagi setiap anggota Polri yang melangsungkan perkawinan. Sebelum melangsungkan prosesi perkawinan anggota Polri diwajibkan mengajukan surat izin kawin kepada pejabat untuk melakukan sidang BP4R agar perkawinannya diizinkan oleh lembaga aparat Kepolisian.[footnoteRef:17]  [17:  Polres Banda Aceh “Sidang BP4R salah syarat tuntuk menikah bagi angota polri.” https://tribratanewsrestabandaaceh.com/2020/02/12/sidang-bp4r-salah-satu-syarat-untuk-menikah-bagi- anggota-polri/ diakses 24 Oktober 2022] 

Hal ini merupakan aturan administratif bagi anggota Polri, tujuannya ialah untuk mengetahui kesiapan anggota Polri dan pasangannya dalam pernikahan, mengingat tugas dan tanggung jawab Polri yang begitu berat agar terhindari dari suatu kondisi yang rawan bagi keharmonisan rumah tangga.
Demi tertibnya administrasi di tubuh Polri maka, Memutuskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 Tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan bisa mencegah terjadinya perkawinan tanpa izin pejabat berwenang yang terjadi di lingkup Institusi Polri. 
Fenomena yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat usai viralnya oknum anggota  Perwira Tinggi Polri nikah siri dengan perempuan simpanan.[footnoteRef:18] Sehingga perilaku ini bisa mencoreng Institusi Polri di mata Publik. Secara agama Islam nikah siri itu Sah, hal ini tentu bertentangan dengan Perkapolri No. 6 Tahun 2018. Dalam peraturan ini,  setiap anggota Polri diwajibkan  untuk mengajukan izin terlebih dahulu jika ingin menikah. Izin menikah akan diberikan oleh pejabat berwenang apabila pernikahan dilaksanakan memenuhi syarat dan tidak melanggar hukum agama, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. [18:  https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2023/03/11/teddy-minahasa-putra-nikah-siri-dengan-linda-puji-astuti-usai-mualaf-di-sukabumi-tahun-2019/ diakses pada tanggal 12 Maret 2023, pukul 19.00 Wib] 

Oleh karena itu, anggota Polri sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan di wajibkan mengikuti Bimbingan Pra Nikah melalui persidangan Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R). Landasan sidang ini tertuang pada Surat Telegram Kapolri dalam Nomor: ST/1916/IX/2014 tentang penyelenggaraan pembinaan/Bimbingan Nikah, Cerai dan Rujuk melalui sidang BP4R. 
Sidang ini sebagai indikator untuk mewujudkan sebuah keluarga yang kekal dan harmonis di institusi Polri. Harapannya dengan adanya Sidang Badan Pembantu Penasehat Perkawinan Perceraian dan Rujuk (BP4R) dapat meminimalisir adanya manipulasi data kedua calon pengantin, mencegah terjadinya kondisi yang merugikan rumah tangga ataupun memecah belah keluarga serta mengancam keutuhannya.[footnoteRef:19] Dengan demikian pasangan anggota Polri bisa lebih siap mengatasi setiap pertentangan yang timbul kelak. Sidang BP4R juga akan menjadi dasar pimpinan/atasan si anggota Polri yang akan menikah, untuk memberikan izin kawin, menolaknya, atau menangguhkannya [19:  Kepolisiaan Negara Republik Indonesia, Buku Pedouman Sidang Pembinahan Nlkah di Lingkungan Polri,(Jakarta: Biro Watpers SSDM Polri, 2017), 1.1
] 

Berdasarkan permasalahan latar belakang tersebut yang telah di uraian sebagaimana pada fenomena yang terjadi pada saat ini, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi. Penelitian ini berjudul URGENSI PENGATURAN IZIN PERKAWINAN BAGI ANGGOTA POLRI DI TINJAU DARI SEGI KEMASLAHATAN.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dari permasalahan adalah:
1. Apa Urgensi pengaturan izin perkawinan bagi anggota POLRI ?
2. Bagaimana pengaturan izin perkawinan bagi anggota POLRI ditinjau dari segi Kemaslahatan ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui apa saja Urgensi pengaturan izin perkawinan bagi anggota POLRI
2. Untuk mengdeskripsikan apa tinjauan dari segi  Kemaslahatan bagi anggota POLRI terhadap izin perkawinan
b. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini mencakup segi teoristis dan praktis sebagai berkut:
1. Secara teoristis 
Penelitian ini di harapkan bisa memberikan wawasan untuk meningkatkan pengetahuan khusus mengenai Urgensi pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri dan mampu menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya terutama hal yang berkaitan dengan pengaturan izin perkawinan.
2. Secara peraktis 
Bagi seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. hasil penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi referensi dan untuk melakukan penelitian selanjutanya.
D. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya memiliki fungsi sebagai sumber inspirasi yang membantu dalam proses pengerjaan dan pengembangan kajian, dan memastikan bahwa topik yang sedang dibahas atau yang ada saat ini berbeda dengan kajiaan yang akan dilakukan dimasa depan.
Pertama, Nur Atina Wulandari yang meneliti tentang “Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi anggota Polri sebagai Pegawai Negeri pada Polri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Skripsi tahun 2009. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut bahwa adanya aturan kawin dan cerai anggota Polri adalah tidak menyimpang dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sisi persamaan pada skripsi ini adalah membahas izin Perkawinan. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini lebih menjelaskan sejauh mana peraturan tersebut mengatur dan lebih fokus pada perceraian anggota Polri dengan referensi Juklak No. Pol:Juklak/07/III/1988.[footnoteRef:20] [20:  Nur Atina Wulandari, “Pengaturan Perkawinan dan Perceraian bagi anggota Polri sebagai Pegawai Negeri pada Polri Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”(.Skripsi :Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2009)] 

	Kedua, Muhammad Danial Dirja yang menilit tentang “Sidang BP4R syarat materil perkawinan anggota Polri Persektif Hukum Perkawinan Nasional” Skripsi tahun 2021. Pendekatan dalam penelitian yang dipakai pada skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah Peranan penting Sidang BP4R Dalam menanganin problema Keluarga bagi anggota Polri. Sisi persamaannya adalah membahas tata cara prosedur pelaksana Sidang Pra nikah bagi anggota Polri melalui Sidang BP4R. Sisi Perbedaannya yakni bahwa penelitian ini membahas secara luas tidak hanya satu lingkup saja.[footnoteRef:21] [21:  Muhammad Danial Dirja “Sidang BP4R syarat materil perkawinan anggota Polri Persektif Hukum Perkawinan Nasional”.(Skripsi:Fakultas Hukum,Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2021)] 

Ketiga, Titi Aiza yang meneliti tentang “Prosedur Perkawinan anggota Kepolisian kota Bengkulu guna membangun Rumah Tangga Sakinah pada perspektif Hukum Keluarga Islam” Skripsi tahun 2021. Pendekatan penelitian ini adalah Kualitatif. Hasil penelitian tersebut Konstruksi rumah tangga yang sakinah bagi anggota Polri yang ditinjau menurut Hukum Keluarga Islam. Sisi persamaannya adalah membahas prosedur Perkawinan. Sisi perbedaannya adalah bahawa peneliti mengkaji konstruksi pembentukann sakinah, mawadah, warohmah menurut Hukum Keluarga Islam di kota Bengkulu.[footnoteRef:22] [22:  Titi Aiza yang meneliti tentang “Prosedur Perkawinan anggota Kepolisian kota Bengkulu guna membangun Rumah Tangga Sakinah pada perspektif Hukum Keluarga Islam”.(Jurnal Qiyas Vol.6 No.1 April 2021)
] 

			Tabel 1. Penelitian Terdahulu
	No.
	Nama dan
   Judul Skripsi
	
Analisia
	
Persamaan
	
Perbedaan

	 
   1

	NurAtina
Wulandari 
“Pengaturan kawin & cerai pada 
anggota Polri 
ditinjau dalam 
perspektif dari 
Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974"


	Dalam skripsi 
ini juga 
membahas 
adanya peraturan kawin 
& cerai anggota 
Polri yang tidak 
menyimpang 
dari UU No.1 
Tahun 1974
	
Penelitian ini juga 
membahas 
perseoalan 
izin 
perkawinan pada anggota Polri
	Peneltian ini lebih 
menjelaskan sejauh mana peraturan tersebut mengatur dan lebih fokus pada perceraian anggota Polri dengan referensi Juklak/07/III/1998

	2
	Muhammad Danial Dirja
“Sidang BP4R 
Syarat Materil 
Perkawinan 
anggota Polri 
dalam persepktif 
hukum perkawinan nasional”
	
Dalam skripsi 
ini peneliti 
menganalisis Peranan BP4R
dalam menanganin problema 
keluarga bagi 
anggota Polri
	
Pada skripsi 
ini pokok 
kajiannya 
ialah tentang 
Tata Cara 
Prosedur Pelaksana Sidang pranikah bagi 
anggota Polri 
melalui sidang BP4R
	

Bahwa penelitian ini 
membahas 
secara luas 
tidak hanya 
satu lingkup 
saja

	3
	Titi Aiza
“Prosedur Perkawinan anggota Kepolisian 
Kota Bengkulu 
Guna membangun 
rumah tangga 
sakinah pada 
perspektif Hukum 
Keluarga Islam”
	
Dalam skripsi 
ini membahas 
Konstruksi 
rumah tangga 
yang sakinah 
bagi anggota 
Polri yang 
ditinjau menurut hukum keluarga 
Islam
	
Penelitian ini 
juga membahas Prosedur Perkawinan dalam perspektif hukum keluarga Islam
	
Bahwa peneliti mengkaji konstruksi pembentukan sakinah, mawaddah, warohmah menurut Hukum Keluarga Islam di kota Bengkulu


	Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat digambarkan  pada ketiga peneliti terdahulu memiliki sub tema yang sama yakni tentang izin perkawinan anggota Polri namun memiliki Sudut objek yang berbeda dari peneliti yang akan lakukan. Perbedaannya secara menyeluruh dilingkup penelitiannya
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif  yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. [footnoteRef:23] Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:  [23:  Soerjono,Soekanto dan Sri Mahmudji,Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003) , 13] 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
b. Penelitian terhadap sistematika hukum
c. Penelitian terhadap taraf sinkroninasi hukum secara vertikal dan 
    horizontal
d. Perbandingan hukum dan sejarah hukum
Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.[footnoteRef:24] Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.[footnoteRef:25]    [24:  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:UI Press,1996), 63]  [25:  Bambang Sunggono, Metedologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),27] 

2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data untuk digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data Kualitatif  ialah data yang mengemukakan dalam bentuk verbal bukan data bentuk angka atau mengemukakan seluruh permasalahan yang bersifat penjelasan.[footnoteRef:26] Penulisan penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data orang yang telah melakukan observasi telebih dahulu. Sumber-sumber data sekunder ialah meliputi dari buku, jurnal, laporan, tesis, disertasi, dokmen resmi, situs, publikasi pemerintahan dan PerPu. Data sekunder terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: [26:  Noeng Muhadjir, Metedologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:Rakesarasin,1996), 2] 

b. Bahan hukum primer
	Merupakan bahan hukum dimana memiliki sifat yang membalut biasanya terdiri pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
c. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah fakta pendukung yang  mempersembahkan penjelasan akan fakta/bahan hukum primer yang bersumber dari buku, referensi lain yang mendukung penelitian ini.	
d. Bahan hukum tersier
		Bahan hukum tersier yaitu data penjelas dan pendukung antara data primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum[footnoteRef:27] [27:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenamedia Grup,2010)] 

3. Teknik pengumpulan Data
Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini maka dari itu pengumpulan data yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan, studi dokumen dan mengkaji sumber-sumber yang berhubungan terhadap permasalahan yang dikaji penulis serta ditunjang dengan metode wawancara langsung dengan salah satu anggota Polri yang bertugas Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) Polres Lubuklinggau guna keakuratan data yang di peroleh dalam penelitian ini.
4. Teknik analisis Data 
Data-data yang terdapat pada penelitian skripsi ini dianalisis secara Deskriptif yaitu mempertunjukkan serta mendeskripsikan sinkron atas permasalahan yang ada kaitannya lewat penelitian ini selanjutnya disuguhkan secara kualitatif  yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, [footnoteRef:28] yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan pendekatan normatif, yakni interprestasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis melalui metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.      [28:  Burhan Bunggin. “Penelitian Kualitatif”. (Jakarta:Kencana.2007)] 

F. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan untuk lebih mempermudah melakukan pembahasan dan penulisan, Penulis mengklarifikasikan permasalahan terdiri beberapa bab, dengan struktural penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
Pendahuluan merupakan struktural pertama yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat  penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Berisi bahasan tentang Landasan teoris yang sesuai dengan permasalahan yaitu meliputi Tinjauan umum Perkawinan, Izin perkawinan bagi anggota Polri, dan tinjauan umum tentang Kemaslahatan. 

BAB III PEMBAHASAN
Pada bab ini berisikan tentang pembahasan yang memuat isi pokok permasalahan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis mengenai rumusan masalah Urgensi pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri dan Ditinjau dari Kemaslahatan.
BAB IV PENUTUP
	Pada bab ini berisi kesimpulan dari bahasan bab sebelumnya kemudian saran-saran yang diharapan bermanfaat, diberikan sebagai sumbangsih pengetahuan terkait permasalahan.
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BAB II
LANDASAN TEORI
1. Urgensi Pengaturan Izin Perkawinan bagi Anggota Polri
0. Pengertian Urgensi 
		Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti[footnoteRef:29]. [29:  Ernawati, Berhenti Sesaat Untuk Melesat, (Yogyakarta: Budi Utama, 2021, 133] 

	Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhbub Abdul Wahab (2004:89) Urgensi yaitu kata dasar dari “urgens” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang benar-benar penting.[footnoteRef:30] [30:  Nur Rofiq,”Telaah Konseptual Urgensi tertanamnya roh jihad seorang pemimpin pendidikan terhadap suksesnya pendidikan agama Islam” Jurnal Al Idaroh, Vol 3,No (1) (2019)] 

	Berdasarkan  pengertian di atas, urgensi merupakan sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat urgen dan mendahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau kegiatan lainnya.
0. Pengertian Pengaturan
17

		Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum disebut dengan hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (aglemeen). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.Mengikat umum hanya menunjukan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.
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	Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:
	1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
	2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.[footnoteRef:31]    [31:  Maria Farida Indriati, S. “Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya” Kanisius, Yogyakarta, 2007] 

	Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undangan No.10 Tahun 2004, yang berbunyi bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.”
0. Pengertian Izin Kawin bagi anggota Polri
	Izin perkawinan adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada anggota Polri untuk melangsungkan perkawinan. Pada prinsipnya seorang anggota Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau seorang suami. Hal tersebut menunjukkan asas monogami yang mendasari aturan tersebut, makananya adalah dalam waktu yang sama seorang pria hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai istri dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suami.
Setiap anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang memberikan izin. Selanjutnya anggota Polri di wajibkan menghadap pejabat agama terlebih dahulu. Dalam hal ini pejabat agama merupakan pejabat yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan masing-masing agama di lingkungan Polri. Pejabat agama tersebut hanya akan melayani dan memproses permohonan izin kawin jika kedua belah pihak menganut agama yang sama.
Bagi anggota Polri yang sudah diproses oleh pejabat agama, kemudian menghadap pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat berwenang adalah pejabat yang berhak memberikan, menolak atau menangguhkan permohonan izin kawin, cerai dan rujuk bagi pegawai Negeri pada Polri. Izin kawin tersebut hanya akan diberikan apabila perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang dianut kedua belah pihak yang bersangkutan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
0. Sejarah Peraturan izin perkawinan bagi anggota Polri
Dilihat dari konsep ketatanegaraan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana lembaga Kepolisian merupakan lembaga pemerintahan (regeringsorganen) Oleh karena itu, dengan pisahnya Tentara Nasional Indonesia dan Polri secara kelembagaan dan peran, maka dapat dikatakan kepolisian sebagai lembaga administrasi, (administrative organen), mengingat tugas di bidang keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang administrasi. Konsekuensi logis sebagai lembaga pemerintahan inilah, maka kemudian lembaga kepolisian berkedudukan hukum dibawah Presiden selaku kepala pemerintahan. Oleh karena tugas-tugas Presiden cukup luas sehingga tidak mungkin tugas dan wewenang Kepolisian dilaksanakan sendiri, sehinga secara attributive maupun delegatie diserahkan kepada lembaga Kepolisian.[footnoteRef:32] [32: 	 Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan, cet  1, LaksBang PRESSindo, Surabaya,2017, 78] 

Dalam Ilmu Perundang-undangan, kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui dua cara yakni atribusi dan delegasi. Peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenagan delegasi, sedangkan Peraturan Otonom bersumber dari kewenangan atribusi. Atribusi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yan diberikan oleh grondwet (Undang-Undang Dasar) atau wet (undang-undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan.[footnoteRef:33] Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Sedangkan delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (delegatie van welgevingbevoegheid) yakni pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Berlainan dengan kewenangan atribusi, pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada [33: 	 Maria Farida Indratu S, Ilmu Perundang-Undangan:Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius. Cet 24, Sjeman, 2007, 55
] 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai institusi penegak hukum yang merupakan salah satu unsur dari criminal justice system sebagai lembaga penyidik utama disamping Jaksa sebagai penuntut umum juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Polri mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Tuntutan reformasi menuju Polri yang Profesional, terus bergulir dengan keluarnya TAP MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia, serta TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2002 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan sebagai Kepolisian Nasional.
Kedudukan Polri di bawah Presiden bukan merupakan hal baru dan pengaturan kembali oleh TAP MPR Nomor:  VI/MPR/2000 yang menyatakan Polri di bawah Presiden adalah merupakan koreksi terhadap kekeliruan yang dibuat semasa Orde Baru.
Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memanfaatkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan Negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:34] [34:  Pasal 2 ayat (1),(2) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan] 

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi, agar bisa menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga, guna mendukung pelaksanaan tugas anggota kepolisian tersebut, maka Kapolri Memutuskan dan Menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada prinsipnya dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi: Legalitas, Akuntabilitas, Transparasi, Keadilan. Adapun pengertian diatas yakni : 

a. Legalitas yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin hak dan kewajiban.
b. Akuntabilitas yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggung jawabkan.
c. Transparansi yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk dilakukan secara terbuka.
d. Keadilan  yaitu setiap proses pengajuan perkawinan perceraian dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.[footnoteRef:35] [35:  	 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2010, Pasal 2 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia] 

Adapun tujuan dari peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 adalah:
a. Sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri
  b. Menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan Polri.
0. Tata Cara Pengajuan izin perkawinan bagi anggota Polri
Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi pegawai negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) .umum, dan (b).khusus.Persyaratan umum sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a.	Surat permohonan pengajuan izin kawin
b.	Surat Keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman dan status calon suami/istri.
c.	Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua/wali.
d.	Surat keterangan N4 dari keluruhan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon suami/istri.
e.	Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan rumah tangga.
f.	Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri.
g.	Surat keterangan pejabat berwenang dari satuan kerja anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/gadis/kawin/duda/janda.
h.	Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah janda/duda.
i.	Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.
j.	Pas foto gandeng berwarna ukuran 4 cm x 6 cm tiga lembar, dengan ketentuan:
1)	Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah.
2)	Bagi bintara berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna kuning.
3)	Bagi PNS Polri dan Tamtama berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru.
k.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri.[footnoteRef:36] [36:  	 Perkap No 9 tahun 2010 Pasal 6, Persyaratan perkawinan anggota Polri] 

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. Calon suami/istri yang beragama Katholik, melampirkan surat permandian atau surat keternagan yang sejajar dan tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
b. Calon Suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat permandian/baptis dan surat sidi.
c. Bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan Warga Negara Asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.[footnoteRef:37] [37:  Pasal 5 huruf a,b, Perkap No 9 tahun 2010, Persyaratan perkawinan bagi anggota Polri] 

 Setelah berkas permohonan izin kawin dipenuhi, kedua calon suami istri wajib menghadap pejabat agama lebih dahulu untuk menerima petunjuk/bimbingan dan nasehat perkawinan. Pejabat agama kemudian akan memberikan pendapat/pernyataan tertulis setelah meneliti surat permohonan izin kawin beserta lampiran-lampirannya. Selanjutnya anggota Polri yang bersangkutan berwenang melalui saluran hierarki yang berlaku. Pejabat yang berwenang tidak dibenarkan mengeluarkan izin kawin sebelum ada pernyataan tertulis dari Pejabat agama.
1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
Perkawinan adalah sebuah ikatan batin yang disatukan melalui sebuah ijab kabul yang sah dan halal untuk membina rumah tangga bagi suami isteri, sehingga tercatat dan diakui negara perkawinannya serta mewujudkan suatu kebahagian dan ketentraman hidup didalam keluarga serta mengikat kualitas keimanan dan ibadah kepada Allah SWT.[footnoteRef:38] [38:  Asman,Perkawinan dan Perjanjian perkawinan dalam islam sebuah kajian fenomenologi  (Depok:RajaGrafindo Persada,2020) 15] 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan berasal dari kata “Kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk anggota keluarga dengan lawan jenis melakukan bersenggamaan atau hubungan Seksual Suami dan Isteri. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum dan agama artinya, ini adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri tanpa melanggar ajaran agama.[footnoteRef:39] [39:  Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto. Hukum Perkawinan Islam (Bandung:Pustaka Setia 2017) 
] 

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definsi pernikahan yaitu: Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-bersenangnya perempuan dengan laki-laki. Sedangkan Ulama mazhab Syafi’i Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan: Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Definisi yang dkutip dari Ulama perempuan pertama, Zakiah Daradjat yakni Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafdz nikah atau taswij atau semakna dengan keduanya.
Dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 2 berbunyi Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Secara terminilogi menurut Imam Syafi’i, Nikah (kawin) yaitu suatu akad/ikrar yang dengannya menjadi halal hubungan seksual suami dan istri,[footnoteRef:40] Seperti Firman Allah SWT QS.An-Nur 24:32  yang berbunyi: [40:  M.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara,1996),1] 


وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ
					  يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ
Artinya:
“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambah-hambah sahayamu yang laki-laki dan perempuan, Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam  Perkawinan  merupakan  akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidhon untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Ada beberapa definisi nikah menurut pendapat para ahli fiqih, Tetapi secara prinsipil tidak terdapat perbedaan yang berarti kecuali pada sisi redaksional. Diantaranya definisi-definisi tersebut yaitu: 
0. Menurut Imam Hanafiyah, Nikah adalah sebagai akad yang berfaedah untuk memiliki, serta bersenang-senang dengan disengaja.
0. Menurut Imam Syafi’iyah, Nikah (kawin yaitu akad dengan menjadikan halal dengan hubungan seksual pria dengan wanita)
0. Menurut Imam Maliki, Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wathi’ (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.[footnoteRef:41] [41:  	 Departemen Agama RI Al-Hikmah, al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung:CV. Diponegoro, 2010), 354] 

0. Menurut Imam Hambali, Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.
	Islam melihat bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni dan saling mengasihi satu sama lain.[footnoteRef:42] [42:  Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta:VPUI,1974), 47] 

Menurut ulama Abu Zahra berpendapat dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsiyah mendefinisikan nikah adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan seorang wanita yang saling menyayangi dan mencintai, saling membantu, yang masing-masing mepunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.[footnoteRef:43] [43:  Abu Zahrah, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, (Dar El-Fikr Al-„arabi, 1958), 18] 

Dari definisi di atas bahwasanya dapat disimpulkan sebagian para fuqaha mengartikan nikah dengan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan yang ditetapkan oleh syara‟ bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. Perkawin dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penelitian/penelitian yang umum. Bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih baik serta dihargai dan bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong-menolong.[footnoteRef:44] [44:  Mardani, Bunga Hukum Aktual, (Bogor:Ghalla Indonesia,2009),24] 

Perkawinan dari segi agama, merupakan dalam agama pernikahan itu dianggap suatu akad yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai pasangan suami istri atau saling meminta pasangan hidupnya dengan menggunakan nama Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Qs. an-Nisa‟ 4 : 1 yang berbunyi:

أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:
“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan Pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Berdasarkan definisi diatas, maka yang dimaksud nikah ialah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara’ untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Akad nikah yaitu rangkain ijab qobul yang diucapkan oleh wali dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau walinya disaksikan oleh dua orang saksi.[footnoteRef:45] [45:  Pasal 1 huruf c Komplikasi Hukum Islam
] 

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu aspek dari kehidupan yang bisa membuat kaum Muslim menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, Pernikahan bukan hanya menjadi cara untuk melaksanakan ibadah saja, tetapi juga berhubungan dengan membangun kehidupan rumah tangga dan keturunan. Bahkan, dengan pernikahan, pintu silahturahmi menjadi terbuka lebar karena menjadi lebih mengenal keluarga dari suami dan keluarga dari istri, sehingga antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya bisa saling membantu
1. Sahnya suatu Perkawinan
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua insan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak hanya bersandar pada ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hukum Perkawinan adalah Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta pokok suatu kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan itu. Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah akan tetapi ditinjau dari tingkat maslahatnya. Dalam Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau mustahab atau tathawwu’ (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibadah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan yang terakhir Hukumnya Haram (dilarang Keras).[footnoteRef:46] [46:  Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia, (Rajawali pers, Jakarta 2004) 9] 

Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:
1. Wajib (harus)
Wajib yaitu perkawinan yang segera dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kesiapan untuk berumah tangga, serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan dikhawatirkan seseorang tersebut akan melakukan tindakan zina jikalau tidak segera melangsungkan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa untuk menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan yang haram.
2. Sunnah	
Sunnah jika dilakukan seseorang dipandang dari faktor Jasmani, Ekonomi sudah wajar dan cenderung untuk siap nikah. Apabila seseorang tersebut sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan dikatakn sunnah, bila seseorang kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa. [footnoteRef:47] [47:  Armaidi Tanjung, Free sex no Nikah Yes, (Amzah, Jakarta, 2007)141] 

3. Ibahah atau mubah (kebolehan)
Ibahah atau mubah merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghabatinya. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi kalangan masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah							    
4.	Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan)
Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, jika belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin tersebut. dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan proses perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.
5. 	Haram (larangan keras) 
 Suatu perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinannya berniat tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, Seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok- olokan istri, Maka haram baginya laki-laki tersebut nikah dengan perempuan itu. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki- laki non muslim, juga haram, begitu pula larangan poliandri
Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung niat seorang bersamaan dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.
Menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal tersebut hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian hakikat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.                   
Rukun Pernikahan antara lain sebagai berikut:
a.	Adanya kedua mempelai
b.	Adanya wali dari pihak mempelai
c.	Adanya dua orang saksi
d. 	Adanya ijab qabul
e.	Adanya mahar  
		Menurut Hukum Islam rukun beserta syaratnya pernikahan berdasarkan jumhur ulama dijelaskan sebagai berikut:
a. Calon Suami
1) Beragama Islam
2) Laki-laki
3) Jelas Orangnya
4) Dapat memberikan persetujuan
5) Tidak terdapat halangan pernikahan
b. Calon Isteri
1) Bergama Islam
2) Perempuan 
3) Jelas orangnya
4) Dapat dimintai persetujuan
5) Tidak terdapat halangan pernikahan
c. Wali Nikah
1) Dewasa
2) Laki-laki
3) Mempunyai hak perwalian
4) Tidak terdapatnya halangan perwalian
d. Saksi
   	1)   Minimal dua orang laki-laki
	2)   Hadir dalam ijab qabul
	3)   Beragama Islam
	4)   Berusia Dewasa	
e. Ijab Qabul
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon memperai pria
3) Memakai kata-kata nikah
4) Antara ijab dan qabul bersambung
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram atau umroh
7) Majelis ijab qabul dihadiri minimal empat orang,yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan orang tua saksi
Adapun mengenai usia pasangan calon isteri dan suami dalam fikih klasik tidak ada aturan secara spesifik, namun tentang hal ini Komplikasi Hukum Islam memberikan ketentuan berdasarkan pasal 15 ayat 1 Komplikasi Hukum Islam, [footnoteRef:48] yaitu [48:  Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam] 

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 Perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan batasan usia nikah, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun”
Tujuan dari perubahan Undang-undang dari pengaturan usia calon mempelai untuk melindungi kesehatan calon pengantin pada usia yang masih muda serta mewujudkan ketentraman dalam berumah tangga karena perkawinan sulit dicapai jika isteri dan suami belum mencapai kematangan dalam berpikir, menurut kebiasaan saat ini pasangan muda masih sulit untuk menggunakan pemikiran yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, hal ini terbukti dengan banyaknya pasangan muda saat ini yang bercerai.
1. Anjuran-anjuran Perkawinan
Seperti yang telah diketahui bahwa agama Islam banyak memberikan anjuran dalam pernikahan, Allah Swt menyebutkan di dalam kitab suci Quran dan Al- menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk melaksankannya. Perkawinan adalah suatu sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjerumus ke dalam tindakan yang haram seperti halnya zina, LGBT dan sebagainya. Ada beberapa firman Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadist yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya:
a. Q.S An-Nahl: 16:72
وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَ
			  يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ قَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ 
Artinya:
“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cuucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”

b. Hadist Rasullah SAW bersabda:
(Hadist sembilan imam: diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah: Keutamaan Menikah, 1835)
سَمِعْتُ رَسُوْلَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَا مَعْشَرَ الشَّباَبِ مَنِ
 اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإنَّهُ أغَضُّ للِبْصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإنَّهُ لَهُ وِجَاء

Terjemahan:
“Dari Abdullah bin Mas’ud RA berkata: Rasulullah Shallallaahu’alaihi wa sallam bersabda pada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba'ah kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual).” 

Para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya menikah disaat syahwat menggelora itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, dikarenakan nikahnya itu akan berdampak pada kemaslahatan yang sangat banyak. Terkadang hukum menikah tersebut bisa berubah menjadi wajib pada kondisi tertentu, seperti pada seorang pemuda yang memiliki syahwat yang menggebu, dan dirinya merasa takut akan terjerumus pada tindakan yang haram kalau ditunda untuk menikah. Wajib bagi dirinya untuk segera menikah untuk menjaga kehormatan dan mencegah dirinya dari perbuatan haram.
Keutamaan menikah dalam Islam sebagai penyempurnaan agama. Menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, Dengan menikah, maka separuh agama telah terpenuhi serta menundukkan pandangan, membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Terdapat pada hadist tersebut :
 	 مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
                      وَسَلَّمَ لَمْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ
      مِثْلَ النِّكَاحِ نَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Yahya) berkata, telah menceritakan kepada kami (Sa/’id bin Sulaiman) berkata, telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Muslim) berkata, telah menceritakan kepada kami (ibrahim bin Maisarah) dari (Thawus) dari (Ibnu Abbas) ia berkata, “Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda:”Kami belum pernah melihat dua orang yang memadu cinta sebagaimana orang yang menikah.” (HR Ibnu Majah, no 1837)


1. Nilai-nilai Perkawinan
Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral di dalam kehidupan. Karena perkawinan itu sendiri tidak hanya menyangkut mereka yang melangsungkan perkawinan. Tetapi juga mencakup hubungan keluarga secara keseluruhan. Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[footnoteRef:49] [49:  Eti Yusnita, Nilai-nilai Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Sumatera Selatan, (Depok: Rajawali Pers.2022)1] 

Nilai Islam yang dimaksud adalah sebagai suatu kesatuan akidah dalam jati diri seseorang terhadap yang dijabarkan atau dirumuskan dalam suatu aturan. Materi ajaran Islam yang luas dapat dipahami dan diamalkan oleh umat Islam secara menyeluruh, dan berguna bagi kita untuk mendalami lebih lanjut tentang nilai yang ada dalam ajaran Islam yang mendasar yaitu berdasarkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Berdasarkan dari sumbernya, nilai-nilai Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:
a. Nilai Ilahiyah, yaitu yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist. Nilai ilahi dalam kajian teologi (kaidah keimanan) tidak akan pernah mengalami perubahan, dan tidak berkecenderungan untuk berubah atau mengikuti selera hawa nafsu manusia dan berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, dan tututan individual.
b. Nilai Insaniyah, yaitu nilai yang tumbuh dan berkembang atas kesempatan manusia yang akan terus berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih tinggi dan bersumber dari ra’yu, adat istiadat dan kenyataan alam.[footnoteRef:50] [50:  Anonymous, penanaman, nilai-nilai pendidikan agama Islam , Jurnal Fu’adhasim, 2013] 

Pernikahan menurut ajaran Islam mempunyai arti yang sangan penting, karena:
1. Pernikahan merupakan fitrah manusia, artinya setiap manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani memerlukan pernikahan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai manusia
2. Pernikahan mengandung makna ibadah, karena pernikahan dalam ajaran Islam merupakan salah satu sunah Rasul yang mengikat kualitas keimanan dan ibadah kepada Allah Swt.
3. Pernikahan merupakan awal kehidupan suami-istri untuk membentuk keluarga sebagai proses regenerasi yang akan melanjutkan kehidupan baik.
1. Tujuan dan Hikmah Perkawinan
Dalam Kompilasi hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah.[footnoteRef:51] Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah membentuk atau memenuhi petunjuk dan larangan agama dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban dalam anggota keluarga sejahtera yakni terwujudnya sebuah ketenangan lahir dan batin di sebabakan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin. Sehingga dapat menimbulkan ketenangan, kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh keturunan dan melestarikan kehidupan manusia, tetapi melalui perkawinan yang sah akan muncul keturunan yang sah secara agama dan diakui dimata hukum.[footnoteRef:52] [51:  Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI)]  [52: 	 Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia”, Jurnal Mizani vol.4, No1, 2017] 

Memperhatikan uraian Imam al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima bagian yaitu,[footnoteRef:53] [53:  Abd Rahaman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta:Kencana 2003),24.] 

Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
1) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan memuaskan kasih sayangnya.
2) Memenuhi perintah agama, menjaga diri dari kejahatan dan kemaksiatan.
3) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta kekayaan bersama yang halal.
4) Membangun rumah tangga agar membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
Perkawinan memiliki beberapa tujuan yaitu:
1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Maka dari itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi dan mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil keduannya.
2) Membentuk suatu keluarga dalam rumah tangga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah, warrahmah. Yang dimaksud sakinah  ialah  suatu kondisi yang dirasakan oleh suasana hati, fikiran dan sikap (jiwa) pada kehidupan anggota keluarga dalam keadaan tenang dan tentram, saling menghormati, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan kemauan masing-masing, saling memberi semangat atau membangun misi dalam membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegundahan atau kegelisahan. mawaddah ialah kehidupan anggota keluarga dalam suasana kasih sayang, menghormati dan saling membutuhkan satu sama lain. rahmah ialah suatu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling melindungi, saling menyayangi, saling mempunyai ikatan batin yang sangat kuat. Telah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Rumahku adalah surgaku baity jannaty Insya Allah akan segera terwujud.[footnoteRef:54] [54:  	 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana,2016),93] 

3) Ibadah kepada Allah, tersebut merupakan ucapan ritual belaka seperti hubungan badan oleh suami istri, melainkan pada hakikatnya mencakup semua amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan pernikahan Seperti belajar saling menghargai satu sala lain, sama-sama mencintai Allah dalam keluarga mereka dan terhadap sesama. Serta mengatasi masalah-masalah dan kekurangan mereka dalam anggota keluarga.[footnoteRef:55] [55: 	 A. Rahman I. Doi. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),152-153] 

4) Untuk terpenuhi tujuan dalam berumah tangga tuntutan hajat tabiat kemanusian, berhubungan antara laki-laki dam perempuan dalam rangka dasar cinta, untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah diatur secara syari’ah.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan keturunan yang ada dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga yang memelihara serta meneruskan dalam menjalani hidupnya di dunia. juga mencegahnya dari perilaku zina, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang berdasarkan, keluarga dan masyarakat.[footnoteRef:56] [56:  Mohammad Idris Ramulyo, Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, (Jakarta:Bumi Aksara,2004), 26-27] 

Diharapkan dalam suatu perkawinan dapat terwujudnya tatanan keluarga yang senantiasa dilandasi dengan nilai ibadah yang mengharapkan ridho Allah SWT. Oleh karena itu, situasi dan kondisi keluarga yang ideal menjadikan harapan banyak pihak. Allah SWT mensyariatkan dalam perkawinan itu dijadikan dasar yang kokoh bagi umat muslim, karena adanya sebuah nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, Untuk mencapainya suatu kehidupan yang kekal atau harmonis dan menjauhi dari perilaku penyimpangan, Maka Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakannya dengan baik Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.[footnoteRef:57] Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah ibnu Mas’ud, ucapan Nabi: [57: 	 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,  (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2006),47] 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع
للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم         منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض
يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ
Artinya: Abdullah Ibnu Mas’ud Radliyallaahu’anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."

Perkawinan merupakan jalan terbaik membuat seorang menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib menjadi lebih baik. Hikmah lain dari Perkawinan itu tersendiri di antaranya: Mempererat tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh ajaran Islam disetejui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat dan bahagia.[footnoteRef:58] [58: 	 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,(Jakarta:Rajawali Pers,2014),19] 


1. Tinjauan Umum tentang Kemaslahatan
2. Pengertian Kemaslahatan
Dari segi bahasa, maslahah (مصلحة) berasal dari kata salaha (صلح) yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak.Ia adalah masdar dari saluha (صلح) yaitu kebaikan atau terlepas dari pada kesukaran dan juga biasa dikatakan bahwa maslahah itu merupakan bentuk tunggal (مفرد) dari kata (مصالح) yang berarti kemaslahatan.[footnoteRef:59] [59: 	 A. warson Munawir, Kamus Al-Munawir, (Surabaya:Pustaka Progresif,1997).788] 

Bisa juga dikatakan bahwa maslahah itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari al-masalih. Pengarang Kamus Lisan al-‘Arab seperti yang dikutip oleh Rachmat Syafe’i menjelaskan dua arti, yaitu al-maslahah yang berarti al-salah dan al-maslahah yang berarti bentuk tunggal dari al-masalih. Semuanya mengandung arti manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dann penjagaan seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan sebagai maslahah.[footnoteRef:60] [60:  Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung:Pustaka Setia,1998), 7.] 

Pengertian maslahah dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada hal-hal kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesengsaraan atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari kerusakan. 
Al-Khawarizmi memberi definisi maslahah dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan hakikat maslahah adalah:
المحافظة على مقصود الشرع بد فع المفاسد عن الخلق
Terjemahan:
“Memelihara tujuan shara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”.[footnoteRef:61] [61:  Abdul Hamid Hakim, Al-Bayyan, Jus III, (Jakarta:Sya’adah Putra,) 128] 

Sementara itu Al-Ghazali mengemukakan bahwa menurut asalnya maslahah itu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjatuhkan dari madrat, namun hakikat dari maslahah adalah:
      المحافظة على مقصود الشرع
Terjemahan:
“Memelihara  tujuan  shara”. Sedangkan  tujuan  shara ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta”[footnoteRef:62] [62:  	 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh...., 368] 


Dari  definisi  di  atas,  tampak  yang  menjadi  tolak  ukur  maslahah adalah tujuan-tujuan  shara’  atau  berdasarkan  ketetapan  shari’.  Sehingga,  inti  dari kemaslahatan adalah pemeliharaan ilma hal pokok (al-kulliyat al-khams) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Kesimpulannya, maslahah  dapat diartikan dari dua sisi yakni dari sisi bahasa dan dari sisi hukum atau shara’. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti shara’ yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidak senangan.

2. Dasar Hukum Kemaslahatan
a) Al-Quran
Ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang pensyariatkan hukum Islam dengan kepentingan Kemaslahatan, seperti ayat-ayat berikut:

1. Q.S Yunus: 57	
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِين
Artinya:
“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1. Q.S Yunus:58
                 قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْاۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ
Artinya:
Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"

Firman Allah Swt. di atas menerapkan bahwa, seberapapun sulitnya jalan yang akan di tempuh oleh hamba-Nya, pasti akan dapat diselesaikan. Sebab Allah Swt. telah memberikan pedoman yaitu Al-Qur’an. Dengan pelajaran Al-Qur’an itu, manusia dapat membedakan mana pekerjaan yang dikutuknya.[footnoteRef:63] [63:  Hamka. Tafsir Al-Azhar, Juz XI, (Jakarta:Pustaka Panji Mas,1984),276] 

b)	Hadist
عن عبادة ابن الصامت :ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى ان
ال ضرروالضرار

Terjemahan:
“dari Ibnu Abbas berkata: bahwasanya Rasul Saw, bersabda “tidak boleh membuat madlarat pada orang lain”


2. Jenis-jenis Kemaslahatan
Menurut Jumhur ulama Maslahat dapat terbagi menjadi 3 macam yaitu:
1. Maslahah Al-Mu’tabaroh, Maslahat yang diakui oleh syara’, maksudnya ada petunjuk dari syara’, baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petujuk pada adanya maslahat yang terjadi alasan dalam menetapkan hukum
2. Maslahah Al-Mulghah, Maslahat yang ditolak oleh syara’
3. Maslahah Al-Mursalah, Maslahat yang tidak mendapatkan penjelasan  syara’ baik berupa pengakuan maupun penolakan
Dari segi bobot (quwwah) kepentingan, maslahat terbagi menjadi 3 macam yaitu:
a) Maslahah Al-Dharuriyah
yaitu Kemaslahatan yang berikaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu ada lima, yaitu
1) Memelihara agama
2) Memelihara jiwa
3) Memelihara akal
4) Memelihara keturunan
5) Memelihara harta
Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari’atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan ‘aqidah, ibadah maupun mu’amalah.
Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Didalam kaitan ini, untuk Kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu seperti syariat qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.
Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan,  Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah SWT melarang minum-minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.
Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka kelangsungan manusia di bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak lepas dari hartanya. Oleh karena itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya, Allah mensyariatkan beberapa ketentuan untuk melindunginya dari perilaku menyimpang.[footnoteRef:64] [64:  Nasrun Haroen, Ushul Fiqh Jilid 1, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu,1997),115
] 

b) Maslahah Al-Hajiyah
Kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan hidupnya dan menghilangkan kesempitan. Apabila tidak ada, maka tidak sampai menyebabkan rusaknya tatanan kehidupannya, seperti dalam maslahah dharuri, tetapi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan.
Contoh Al-Maslahah al-Hajiyah ialah terdapatnya ketentuan tentang rukhsah (keringanan) dalam ibadah, seperti rukhsah shalat dan puasa bagi yang sedang sakit atau sedang berpergian dalam kehidupan sehari-hari dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan utang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturan tersebut tidaklah menjadi kebutuhan primer manusia, tetapi bersifat sekunder saja. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan, tatanan hidup manusia tidak sampai rusak, tetap meraka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.
c) Maslahah Tahsinniyah
Kemaslahatan yang kebutuhan  hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat daruri, juga tidak sampai tingkat haji. Namun, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Contohnya dalam ibadah adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari ialah mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindarkan diri dari sikap hedon dan berlebihan.
Lawan dari Kemaslahatan ialah Kemadaratan atau Kemafsadatan. Dengan demikian, jika memelihara tujuan syara’ yang lima merupakan Kemaslahatan, maka mengabaikan tujuan syara’ tersebut merupakan Kemadaratan. Karena Kemaslahatan dan Kemadaratan merupakan dua sifat yang saling bertolak belakang.

2. Kemaslahatan sebagai dasar Hukum Islam.
Berdasarkan istigra’ (penelitian empiris) dan nash-nash Al-Quran maupun hadis diketahui bahwa hukum-hukum Shari’at Islam mencakup diantaranya pertimbangan Kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:

Q.S Al-Anbiya 107
وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِين

Artinya:
“Dan Tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Maslahah yang mu’tabarah (dapat diterima) ialah Maslahah-maslahah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar:
1) Keyakinan agama
2) Keselamatan jiwa
3) Keselamatan akal
4) Keselamatan keluarga dan keturunan
5) Keselamatan harta benda
Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga bahtera kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahterah
Para Jumhur Ulama memakai teori maslahah dalam kajian hukum untuk persoalan yang mursal, menetapkan empat persyaratan yang pokok, sehingga hasil kajiaannya bisa diterima, yaitu:
1) Ketentuan hukum ditetapkan melalui penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi Kemaslahatannya itu dapat diperlihatkan secara nyata, tidak berupa dugaan-dugaan belaka. Artinya, bahwa membina hukum berdasarkan Kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadaratan.
2) Tinjauan Kemaslahatan itu tidak boleh persial, tapi harus lebih general dan menyeluruh, yakni tidak hanya memperhatikan Kemaslahatan satu atau dua orang tua saja, atau kelompok tertentu saja, tetapi harus menyeluruh bagi masyarakat muslim, paling tidak sebagian besarnya.
3) Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma[footnoteRef:65] [65:  Mukhtar Yahya dan Fatkurrahman, Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, (Bandung:AL-Ma’arif,1997),109] 

4) Maslahah Mursalah itu digunakan dalam kondisi yang memerlukan, yang mana seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka seluruh umat akan berada dalam kesukaran dalam hidup, dengan artian harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.
Imam Malik mengajukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam penggunaan maslahah sebagai dasar hukum yaitu:
1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (maqasid al-Shari’ah)
2) Maslahah itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, logis, dimana seandainya diajukan kepada kelompok rasional akan dapat diterima.
3) Penggunaan dalil maslahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian seandainya maslahah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan[footnoteRef:66] [66:  Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh..., 454] 

Abdul wahab Kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan maslahah-mursalah yaitu:
1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemamfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Minsalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi ditangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari ibnu umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada Nabi Muhammad Saw.
2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umm bukan kepentingan pribadi.
3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan
ketentuan yang ditegaskan dalam Al-Qur’an atau sunnah Rasulllah atau bertentangan dengan ijma’
4) Sesuatu yang dianggap mashlahat itu harus jelas dan pasti bukan hanya berdasarkan kepada prasangka
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BAB III
PEMBAHASAN

A. Urgensi Pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri
Institusi Polri merupakan salah satu lembaga yang memiliki administrasi yang cukup ketat, termasuk di dalamnya aturan administrasi perkawinan, perceraian dan rujuk. Pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 09 Tahun 2010 tentang Pedoman dalam Pengajuan Izin kawin, cerai dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri demi terwujudnya tertib administrasi.
Peraturan ini terdiri dari tujuh bab dengan 34 pasal dengan penjabaran sebagai berikut: Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab II Persyaratan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (Pasal 5 sampai dengan Pasal 9). Bab III Pejabat Yang Berwenang Memberikan Izin Kawin, Cerai dan Rujuk (Pasal 11 sampai dengan Pasal 29), Bab V ketentuan lain-lain (Pasal 30 sampai dengan Pasal 32), Bab VI Ketentuan Penutup (Pasal 34).


Sebelum lahirnya peraturan tersebut sebenarnya sudah ada Peraturan Perkawinan, Cerai dan Rujuk khusus bagi Anggota Polri yaitu Petunjuk Teknis No. Pol: JUKNIS/01/III 1981 tentang Perkawinan, Cerai dan Rujuk bagi Anggota Polri yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan. Petunjuk Teknis ini merupakan Pelaksanaan dan Penjabaran dari keputusan MENHANKAM / PANGAB No. : KEP/ 01/ 1/1980 tanggal 3 Januari 1980, serta sebagai penyempurnaan Petunjuk Pelaksaanaan Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi anggota Polri No. POL: JUKLAK/09/XI/1979 tanggal 29-11-1979. Setelah itu, mengalami perubahan terbaru Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Nomor POL.: Juklak/07/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi anggota Polri yang bertujuan untuk mencipatakan 
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keseragaman dan sebagai pedoman dalam pelaksaan perkawinan, percerian, dan rujuk bagi anggota Polri di lingkungan Polri.
Pada Hakikatnya, Untuk kepentingan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjutin oleh Organisasi dan pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2010, memutuskan Perubahan terbaru menjadi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. pada prinsipnya tujuan peraturan yang lama yang tertuang pada pasal 3 hanya sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi pegawai negeri pada Polri. Pedoman itu hanya sebuah tuntunan bisa dilaksanakan bisa tidak, serta menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk di lingkungan Polri. 
Sementara itu sering terjadinya kawin dan cerai pegawai negeri pada institusi Polri yang melakukan kawin cerai tanpa seizin Pejabat berwenang, maka membutuhkan Perhatian segera untuk ditindak lanjut permasalahan tersebut sehingga ketentuan pasal 3 diubah menjadi “Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian, dan rujuk harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.”. pada ketentuan pasal 4 yang sebelumnya berisi Ruang Lingkup pada peraturan ini meliputi: Persyaratan pengajuan, pejabat yang berwenang dan tata cara pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk. Sehingga diubah yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Pegawai Negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami, (2) Anggota Polri Wanita dan pegawai negeri sipil Polri wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya.”
Selain itu, ketentuan ayat (1) pasal 10 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:  
1. Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin,cerai dan rujuk :
a) Kapolri, untuk golongan kepangkatan perwira tinggi Polri, Pegawai      Negeri  Sipil, Pegawai Negeri golongan IV/d dan IV/e.
b) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk berpangkat Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c.
c) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk berpangkat Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/c.
d) Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Gubernur Akademi Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan Komandan Korps Brigade Mobil Polri untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b je bawah di lingkunganya.
e) Kepala Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan III di wilayahnya.
f) Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil goongan II ke bawah di lingkungan Kepolisian Daerah.
g) Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Sekolah Polisi Negara untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah wilayahnya.
Terkait pasal 10 ayat 3 yang sebelumnya berbunyi “Dalam hal di wilayah Polda terdapat laboratorium forensik cabang, pemberian surat izin kawin, cerai dan rujuk untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III oleh Kapolda dan untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah oleh Karopers.” 
Ketentuan tersebut dihapuskan pada Perkap terbaru. Pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dipertimbangkan pada pasal 16 tersebut dihapuskan karena sudah ditegaskan pada pasal 4 ayat 1 bahwa Pegawai Negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
Pada prinsipnya seorang anggota Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri atau seorang suami. Hal tersebut menunjukkan asas monogami yang mendasari aturan tersebut, maknanya adalah dalam waktu yang sama seorang laki-laku hanya bisa memiliki seorang perempuan sebagai istri dan seorang perempuan hanya bisa memiliki seorang laki-laki sebagai suami.  
Mengenai izin kawin, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagaimana dijabarkan di bawah itu. Izin kawin hanya diberikan apabila:
1) Perkawinan yang akan dilaksanakan tidak melanggar hukum agama yang   dianut oleh kedua belah pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagian dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan.
3) Perkawinan yang akan dilaksanakan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan atau citra baik Polri.
Selain itu, izin kawin dapat ditolak, apabila: 	
1) Tabiat, kelakuan, dan reputasi calon suami istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
2) Ada kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan martabat Polri atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik Polri ataupun negara baik langsung maupun tidak langsung.
3) Tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi
Dalam hal pemohonan izin kawin ditolak oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditolak Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi dari Pejabat tersebut. Putusan dari suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutn secara tertulis, dan merupakan keputusan terakhir 					Izin kawin masa berlakunya hanya selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan. Apabila izin kawin telah diberikan, namun karena suatu hal perkawinan batal dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan tersebut kepada Pejabat yang memberikan izin, dengan disertai alasan secara tertulis.[footnoteRef:67] [67:  Perkap no.9 tahun 2010 Pasal 16 ayat 2 tentang tata cara pengajuan izin kawin anggota Polri] 

Dalam hal pemohonan izin kawin ditolak oleh Pejabat yang berwenang, kecuali ditolak Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada pejabat yang berwenang setingkat lebih tinggi dari Pejabat tersebut. Putusan dari suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutn secara tertulis, dan merupakan keputusan terakhir 					Izin kawin masa berlakunya hanya selama enam bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan. Apabila izin kawin telah diberikan, namun karena suatu hal perkawinan batal dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan tersebut kepada Pejabat yang memberikan izin, dengan disertai alasan secara tertulis.
Surat Izin Menikah atau Surat Izin Kawin (SIK) akan diterbitkan pada sidang Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk atau disingkat sebagai BP4R kepada anggota Polisi yang akan melangsungkan Pernikahan dengan syarat sudah selesai menjalanlan proses dan tahapan yang ada. Apabila ada Anggota yang tidak mengikuti atau melaksanakan sidang BP4R akan dikenai sanksi administratif atau sidang displin seperti tidak diberikan izin melangsungkan pernikahan hingga dimutasikan atau pencopotan dari Jabatan.
Pada dasarnya terdapat perbedaan mengenai Syarat Izin perkawinanan anggota Polri dengan masyarakat sipil pada umumnya. Bagi Masyarakat sipil permohonan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai yang belum berusia 19 tahun dan tidak mendapat izin dari orang tuanya kepada Pengadialan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Permohonan izin dapat diajukan oleh calon mempelai pria atau perempuan, dapat dilakukan kumulatif kepada Pengadilan Agama, Selanjutnya Pengadilan Agama dapat memberikan izin Melangsungkan perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
Bagi anggota Polri yang ingin mengajukan permohonan izin perkawinan harus mengikuti prosedur bimbingan pra nikah dan mendapat Surat izin kawin dari pejabat berwenang melalui Persidangan BP4R. Apabila dalam proses permohonan izin perkawinan tersebut ditolak atau ditangguhkan maka tidak mendapat Surat izin kawin dari Pejabat berwenang dan mengajukan ulang di tahap berikutnya
Badan Pembantu penasihat perkawinan, perceraian dan rujuk atau disingkat sebagai BP4R merupakan wadah yang mengurus terkait perkawinan, perceraian dan rujuk di kalangan anggota Polri. Seperti namanya BP4R bertanggung jawab secara langsung akan syarat administrative dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkawinan, perceraian dan rujuk anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan untuk mengikuti sidang sebelum melakukan pernikahan[footnoteRef:68].  [68:  Biro Watpers SSDM Polri, Buku Panduan Sidang Nikah di Lingkungan Polri (Jakarta:Biro Watpers SSDM Polri, 2017)] 

Sidang BP4R mempunyai hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Hak-hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Perkapolri No. 9 tahun 2010 tentang pengajuan perkawinan bagi anggota Polri dan Surat Telegram Kapolri No. : ST/1916/IX/2014 tentang Penyelenggaraan Pembinaan/Bimbingan Nikah di lingkungan Polri. Dalam menjalankan peranannya, BP4R menggunakan fasilitas berupa persidangan. Persidangan sebagai mekanisme atau lembaga memang sudah melekat dengan institusi Polri. Dengan sebuah persidangan gambaran ketegasan dan kedisplinan anggota Polri tergambar. Dalam proses sidang BP4R berfungsi sebagai tindakan preventif atau mencegah terjadinya konfilk suami-istri, kekerasan dalam rumah tangga, sampai perceraian. Hal tersebut dikarenakan di dalam pelaksanaan sidang BP4R terdapat penyuluhan, pemahaman mengenai profesi anggota Polri, Pemberitahuan aturan-aturan sebagai suami/istri anggota Polri, Pembinaan tersebut berdasarkan oleh ajaran masing-masing agama yang dianut kedua belah pihak.
Dalam menjalankan perannya, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertugas melaksanakan pembinaan Administrasi personil, sarana dan prasarana, pelatihan Fungsi, pelayanan Kesehatan, bantuan dan penerapan Hukum. Supaya pelaksanaan tugas pokok dapat dilaksanakan secara efisien serta tercapai sasaran yang telah ditetapkan.
Dasar hukum pembuatan SOP ini ada tiga yaitu, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor dan yang terakhir Perkapolri No. 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2010 tentang tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia.
Anggota Polri yang telah mengajukan permohonan izin kawin dan pejabat yang berwenang telah memberikan tanda tangan pada surat permohonan, maka angguta Polri wajib untuk mengikuti sidang bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh pejabat pengembangan fungsi Bagian Sumber Daya Manusia (SDM).
Sidang bimbingan pra nikah merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan atolak ukur untuk mempersiapkan keluarga terbaik demi institusi Polri. Melalui sidang bimbingan pra nikah tersebut mewujudukan anggota Polri dapat lebih mengenal dan memahami situasi, kondisi tugas dan tanggung jawab sebagai insan Bhayangkara sejati. Pelaksanaan sidang bimbingan pra nikah dihadiri oleh kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan serta orang tua/wali dari kedua pasang calon mempelai. Sedangkan perangkat sidang terdiri dari ketua sidang, sekretaris, rohaniwan sesuai agama calon mempelai, pejabat bidang Propam. Pejabat Itwasda, dan Ibu Ketua Bhayangkari atau yang mewakili sebagai anggota sidang pembinaan nikah
Sebelum menyampaian Pembinaan perkawinan bagi anggota Polri harus memahami unsur-unsurnya terlebih dahulu. Adapun unsur-unsur tersebut yakni:[footnoteRef:69]	 [69:  Musnawar Tohari, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: UII Pres, 1992), 42-42] 

a) Konselor
Seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menangani  permasalahan, baik masalah itu diakibatkan dari lingkungan (lahir) maupun dari dirinya sendiri (batin). Pengertian di atas dalam hal ini bukan berarti setiap orang bisa menjadi konselor, sebab konselor di sini masih ada syarat yang harus terpenuhi.
b) Kemampuan profesional
Keahlian di bidang bimbingan merupakan syarat mutlak, sebab apabila yang   bersangkutan tidak menguasai dibidangnya, maka bimbingan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan
c) Sifat kepribadian yang baik (akhlaqul karimah)
Sifat kepribadian yang baik dari Seorang pembimbaing diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam bimbingan.
d) Kemampuan kemasyarakatan (ukhuwah Islamiyah)
Pembimbing harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial. ukhuwah Islamiyah yang tinggi. Kemampuan itu untuk mengetahui keadaan orang di sekitarnya.
e) Ketaqwaan kepada Allah
Ketaqwaan merupakan syarat dari segala syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki seorang pembimbing, sebab ketaqwaan merupakan sifat yang paling baik. Dalam bimbingan agama diperlukan dengan pendekatan atau metode yang sesuai dengan kondisi obyek bimbingan tersebut, Hal ini menjadi penting karena bimbingan akan menjadi sia sia apabila dilakukan tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada diri klien.
Tabel 3.1 Pelaksanaan sidang bimbingan Pra Nikah BP4R.
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Adapun penjelasan dari tabel di atas adalah Sidang dibuka oleh Ketua Sidang menyampaikan hal-hal sebagai berikut, memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan pernikahan, memberikan informasi tentang pentingnya sidang pembinaan pernikahan, memberikan informasi tentang tugas pokok Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum baik terkait dengan kewajiban yang harus diemban maupun hak-hak yang dimiliki oleh Pegawai Negeri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pembinaan oleh Inspektorat Pengawasan Umum Polri selanjutnya disingkat Itwasum Polri terkait dengan tugas Itwasum Polri sebagai satuan kerja fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan yang diadakan di lingkungan Polri.[footnoteRef:70]	 [70:  Itwasum atau Inspektorat Pengawasan Umum Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan pada tingkat mabes polri yang berada di bawah Kapolri, http://itwasum.polri.go.id/ diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 09.00 Wib] 

Pembinaan oleh Profesi dan pengamanan atau biasa disebut Propam dengan pemberian materi sebagai berikut, informasi yang berkaitan tugas pokok dan fungsi Propam Polri, informasi tentang ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri, informasi bahwa Propam Polri sebagai satuan kerja untuk menerima segala bentuk pengaduan permasalahan yang dialami oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indoensia termasuk didalamnya pengaduan terkait dengan permasalahan rumah tangga.[footnoteRef:71] [71:  Div Propam atau Divisi Profesi dan pengamanan adalah Divisi yang bertanggung jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri, http://dms.propam.polri.go.id/ diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 09.00 Wib] 

Pembinaan oleh Bhayangkari dengan materi sebagai berikut, Pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari, atribut Bhayangkari, pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Pokok Bhayangkari, pejabaran Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Pokok Bhayangkari, hak dan kewajiban Bhayangkari.[footnoteRef:72] [72:  Bhayangkari Merupakan organisasi atau persatuan istri anggota Polri, https://bhayangkari.or.id/tentang-kami/  diakses pada tanggal 28 Februari 2023, pukul 10.00 Wib] 

Pembinaan oleh Rohaniwan dengan materi sebagai berikut, membina keluarga bahagia atau harmonis menurut kajian agama masing-masing, hak dan kewajiban seorang suami atau istri dalam berumah tangga menurut ajaran agama.
Ketua sidang menutup sidang pembinaan pernikahan setelah semua selesai melaksanakan pembinaan, Penandatanganan Berita Acara Sidang Pembinaan nikah oleh Ketua dan anggota sidang dan memproses Surat Izin Kawin (SIK) untuk diajukan kepada Pejabat berwenang sesuai kepangkatan calon pengantin.
Terdapat hal-hal mengenai perkawinan yang tidak diperkenankan dilakukan oleh seorang anggota Polri yakni:[footnoteRef:73] [73:  Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petunjuk pelaksanaan tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi anggota Polri. Pasal 5 huruf g] 

1) Melaksanakan perkawinan selama masih mengikuti pendidikan pembentukan pertama / pendidikan dasar.
2) Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
3) Melaksanakan perkawinan selama masa iddah. 
Dalam hal ini Penerimaan anggota Polri dilakukan melalui tiga jalur, yaitu:[footnoteRef:74] [74:  Ricky Francois Wakanno Ginting, Buku Pintar calon anggota Polri, cet 1 (Jakarta:Visimedia,2009),39] 

a) Melalui seleksi pendidikan pembentukan Bintara, untuk diangkat menjadi anggota Polri berpangkat Brigadir Polisi Dua.
b) Melalui seleksi pendidikan dan pembentukan Akademi Kepolisian untuk diangkat menjadi anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Dua.
c) Melalui seleksi pendidikan dan pembentukan Perwira Polri Sumber Sarjana untuk diangkat menjadi anggota Polri berpangkat Inspektur Polisi Dua 
Pada ketentuan umur tidak ada batasan seorang anggota Polri untuk melaksanakan perkawinan tetapi ada sebuah aturan yang memperbolehkan anggota Polri menikah minimal telah lepas masa ikatan dinas selama 2 tahun setelah dilantik.
Dalam hal yang mendesak sudah sepatutnya Institusi Polri melakukan peraturan terbaru mengingat semakin maraknya oknum anggota polri melakukan tindakan perkawinan yang tidak sah tanpa seizin pejabat yang berwenang, dan hidup yang serbah mewah, merusak citra Polri dikalangan masyarakat.
Insan Polri sudah seyogyanya memberikan suri teladan yang baik
ditengah masyarakat, karena mau tidak mau atau suka tidak suka segala tingkah laku mereka selalu diperhatikan oleh masyarakat karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari yang memang wilayah kerjanya disana. Sebagaimana seharusnya anggota Polri menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat, Institusi Polri berupaya dengan giat untuk meningkatkan kedisiplinan dalam tubuh organisasinya, termasuk salah satunya dengan mengatur tentang urusan keluarga anggotanya dalam hal pelaksanaan perkawinan perceraian dan rujuk bagi anggotanya. Tentunya hal ini diatur bertujuan untuk menjaga kredibilitas kesatuan Polri ditengah masyarakat dan menjaga keutuhan keluarga anggota Polri yang bersangkutan, dimana diharapkan agar anggota polisi tidak dengan begitu mudahnya dalam melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk.
[bookmark: _GoBack]Bahwa pada perkembangannya, kemajuan masyarakat yang pesat sebagai dampak arus globalisasi, dimana tercipta kesadaran tinggi tiap individu akan Hak Asasi Manusia yang dimilikinya, serta dorongan semangat penegakan supremasi hukum mengakibatkan adanya perubahan Peraturan Kapolri Terbaru yang mengatur secara khusus Izin Perkawinan bagi anggota Polri, diharapkan dapat dijadikan suatu kesatuan aturan pedoman atau petunjuk pelaksanaan perkawinan yang bisa digunakan di seluruh jajaran personil satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan struktur.
Oleh karena itu, perlunya desakan yang sepatutnya disegerakan perubahan atas Peraturan kepala Kepolisian No. 9 Tahun 2010 supaya tidak terjadi lagi oknum-oknum anggota Polri yang melalukan tindakan kawin/cerai tanpa izin dari pejabat berwenang di Institusi Polri.

B. Pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri ditinjau dari  segi Kemaslahatan
Islam merupakan agama yang dianugerahkan kepada seluruh manusia melalui Nabi terakhir Baginda Muhammad SAW, sebagai tuntutan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat sebagai sebuah anugrah dari Yang Maha Esa, tentunya segala sesuatu yang ada didalamnya merupakan murni hanya untuk kepentingan umat, oleh sebab itu Allah adalah dzat yang suci dari tujuan-tujuan pribadi, bermula dari sini dan dalil-dalil nash maka, Ulama membuat sebuah kaidah pokok yang bertujuan untuk mendatangkan berbagai Kemaslahatan serta menolak berbagai kerusakan.
Manusia merupakan Makhluk hidup yang tidak lepas dari yang namanya aturan, dengan aturan ini manusia bisa hidup secara aman, damai dan tentram. Manusia juga tidak lepas dari interaksi sosial baik secara individu dengan individu, atau bahkan individu dengan kelompok. Hakikatnya manusia di ciptakan untuk hidup berpasang-pasangan.
Al-Maslahah adalah kemaslahatan yang meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudhratan dan kesulitan.
Berdasarkan pengertian diatas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari hal yang menguntungkan, menghindari dari hal kemudhorotan manusia yang bersiat sangat luas, 	maslahah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan, mewujudukan al-maslahah merupakan tujuan utama hukum Islam dalam setiap aturan hukumnya, sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan dari hal keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan dimuka bumi dan kemurniaan pengabdian kepada Allah.
Mengacu pada analisis di atas bahwa izin perkawinan terhadap anggota Polri ditinjau dari Kemaslahatan dilandaskan pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut

وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِين وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ
Artinya: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Izzudin bin Abdul as-Salam didalam kitabnya Qawaidul al-Ahkam fi Mushalih al-Anam mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah al-maslahah, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih al-maslahah pada dasarnya manusia itu ada yang membawa kemaslahatan, adapula yang menyebabkan kerusakan[footnoteRef:75] [75:  Johai, J “Konsep Maslahah Izzudin bin Abdul as-Salam kitab Ahkam fi Mushalih al-Anam” Jurnal Pengembangan Ilmu keislaman vol 8 , 2013] 

Polri sebagai salah satu intansi yang tertib akan administrasi sangat memperhatikan terkait urusan keluarga personil, oleh karena itu dibuatlah sebuah Peraturan Kapolri yang terbaru agar mampu mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga khususnya terkait Perkawinan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang  Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantara Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10 ayat (1), Penghapusan Pasal 16, Penambahan pada Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (2) dihapus dan Perubahan pada Pasal 24 ayat (3).
Jika dilihat dari segala uraian perubahan pasal diatas, yang menarik perhatian publik untuk dikaji lebih lanjut oleh peneliti mengenai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 yang berisi mengenai Izin Pejabat yang berwenang dan anggota Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami serta anggota polwan dilarang menjadi isri kedua dan seterusnya.
Berdasarkan isi Pasal 3 yang berisi tentang Izin Pejabat yang berwenang sebelum melaksanakan perkawinan, maka dari itu anggota Polri untuk dibina dengan baik dari pemeriksaan administrasi tingkat satuan kerja dari tingkat Polres sampai ke tingkat Polda, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dalam fiqih disebut dengan kemudhratan. Sejalan dengan sebuah kaidah fiqih yang menyebutkan: 

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya: “Menghilangkan kemudhrataan itu lebih didahulukan dari pada Mengambil sebuah kemaslahatan”

Tujuan adanya sebuah pelaksanaan bimbingan pra nikah di lingkungan Polri dapat menghilangkan kemudhratan dan mengandung unsur maslahah, diharapkan dapat meminimalisir penipuan data diri dari kedua calon pengantin, serta dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat Polri di kalangan masyarakat, menjaga citra baik suami ataupun istri sebagai anggota Polri, dan dapat memberikan pemahaman awal kepada calon-calon pengantin yang akan menjalankan bahtera rumah tangga tentang ruang lingkup institusi Polri.
Sidang bimbingan pra nikah dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah dengan jenis kebutuhan sekunder atau hajiyat, sebagaimana tujuan bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak akan sampai merusak kehidupan, akan tetapi keberadannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam bahtera kehidupan. 
Kebahagiaan hidup berkeluarga merupakan cita-cita utama dari setiap pasangan muslim yang ingin menikah. Kebahagiaan ini mempunyai pengertian, cakupan serta cara pencapaiannya. Ukuran pencapaian kebahagiaan keluarga menurut Islam bukan didasarkan pada kebahagiaan yang dihasilkan dari berhubungan seksual, walaupun itu termasuk salah satu unsur kebahagiaan keluarga, alangkah baiknya setiap pasangan mampu menerima apa adanya keduanya mampu mewujudkan kenyamanan jiwa, hubungan sosial, seksual dan kehidupan ekonominya. Hal ini didukung masng-masing dari kecocokan pasangan yang dilihat dari aspek agama dan karakter.
Jika dilihat kembali dari hukum Islam prosedur sidang bimbingan pra nikah di lembaga Kepolisian Republik Indonesia menurut peneliti masuk dalam al-maslahah tingkatan Tahnsiniyah, karena dalam proses sidang bimbingan menyebutkan secara komperhensif mengenai syarat-syarat yang tidak ada dalam nash Al-Quran dan Sunnah secara implisit.kebijakan Kapolri dalam Perkap Nomor 6 tahun 2018 Perubahan atas Perkap Nomor 9 tahun 2010 yang telah diulas dalam bab sebelumnya mewajibkan bagi seluruh anggota Pegawai Negeri di institusi Polri dirasa bisa memberikan banyak Kemaslahatan, meskipun dalam syariat hukum Islam belum ditetapkan.
Pada tahap pelaksanaan sidang bimbingan pra nikah di lembaga Polri berisikan tiga tahapan yang akan peneliti analisis. Tahapan pertama merupakan tahap persiapan mengenai kesiapan berkas surat menyurat yang digunakan untuk mengetahui asal usul dari kedua pasangan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik keluarga serta institusi terkait agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam tahap ini tentunya Al-Qur’an dan Hadist tidak ada anjuran maupun larangan, akan tetapi pada tahapan ini maslahah mursalah bisa dijadikan landasan hukum dikarenakan masalaha mursalah tidak lepas dari dalil Al-Qur’an maupun as sunnah. Karena tahapan ini sangatlah penting untuk mengetahui nasab dari kedua pasangan.
	Dalam tahap kedua yaitu tahapan pelaksanaan bimbingan pra nikah diberikan banyak materi bimbingan yang sangat penting bagi kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai. Materinya diantaranya yakni materi regulasi yang membimbing tentang tugas pokok bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan materi yang diberikan oleh Itwsum yaitu memberikan informasi kode etik dan menerima segala bentuk pengaduan, selanjutnya pemberian materi Bhayangkari tentang hak dan kewajiban bagi istri dari anggota Polri mengenai kemandirian ketika istri ditinggal dinas luar dan materi terakhir yang diberikan yakni keagamaan tentang bekal untuk hakikat mengarungi bahtera rumah tanngga mewujudukan keluarga sakinah mawaddah warohmah. Dalam hal ini tentunya tidak ada anjuran maupun larangan dalam Nash Al-Quran maupun as-sunnah. Akan tetapi pada tahapan maslahah mursalahah bisa dijadikan landasan hukum dikarenanakan maslahah mursalah tidak lepas dari dalil Al-Quran maupun as-sunnah.
Pada tahap akhir dari sidang bimbingan nikah di Institusi Polri dilakukan penandatanganan berita acara sidang dan pemprosesan Surat Izin Kawin terhadap kedua calon mempelai. Hal ini menandakan bahwa kedua calon mempelai sudah mendapatkan izin dari institusi untuk melangsungkan pernikahan di KUA setempat.
Merujuk pada Pasal 4 Perkap Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perkap Nomor 9 tahun 2010, berisi tentang Anggota Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami serta anggota polwan dilarang menjadi isri kedua dan seterusnya. Sebelumnya perubahan peraturan, anggota Polri sebenarnya dibolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 16 Perkap Nomor 9 tahun 2010 yang berbunyi: “Pemberian izin kawin untuk mempunyai istri lebih dari satu orang dapat dipertimbangkan, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:[footnoteRef:76] [76:  Perkap No.9 tahun 2010 Pasal 16] 

1) tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut,
2) istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
3) ada surat pernyataan/persetujuan istri,
4) ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan atau keempat,
5) ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil
Namun, pasal ini kemudian dihapus dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Perkap Nomor 9 Tahun 2010, Dengan penghapusan ini artinya Anggota Polri tidak dibolehkan unstuk beristri lebih dari satu (Berpoligami).
Selain pengaturan tentang tata cara perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, anggota Polri dalam kehidupannya baik itu perbuatan maupun perkataanya diikat oleh sebuah aturan kode etika profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indoensia.Dalam hal ini permasalahan Larangan poligami bagi anggota Polri yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, apabila anggota Polri melanggar larangan poligami pada pasal 4 ayat 1 tetap melakukan poligami, maka secara tidak langsung anggota Polri tersebut juga telah melanggar etika kepribadian.
Dalam pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indoensia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan mengenai etika kepribadian. Tiap anggota Polri wajib beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diwajibkan mempunyai sikap jujur, terpecaya, bertanggung jawab, displin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas dan humanis. Seluruh anggota Polri juga wajib menaati serta menghormati norma kesusilaan, agama, nilai0nilai kearifan lokal, serta norma hukum. Anggota Polri dharuskan untuk menjaga serta memilihara kehidupan keluarganya, kemasyarakatan serta bernegara dengan santun sertamelaksanakan tugas kenegaraan, kemasyarakatan dengan dibarengi oleh niat yang tulus dan keikhlasan sebagai bentuk perbuatan amal ibadah, menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial.
Perbuatan anggota Polri yang melanggar ketentuan larangan poligami dalam pasal 4 ayat1 di atas merupakan sebuah pelanggaran norma hukum dan ketentuan etika kepribadian yang diatur dalam pasal 8 poin c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatakan bahwa setiap anggota Polri wajib menaati norma kesusilaan, agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan hukum.
Pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa anggota Polri dapat diberhentikan secara tidak hormat dari dinas Kepolisian Jika anggota melakukan pelanggaran dengan melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau melanggar kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika anggota Polri melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 mengenai anggota Polri hanya diizinkan seorang istri/suami (dilarang poliandri/poligami) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Polri apabila nantinya anggota Polri tetap melakukan poliandri/poligami, maka anggota tersebut telah melanggar etika kepribadian tidak taat pada norma hukum sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 8 huruf C Pertaturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan secara tidak hormat dikarenakan telah melanggar Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua proses diatas terlebih dahulu dilakukan melalui sidang kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menurut ketentuan pengaturan Perkawinan anggota Polri dan Masyarakatt sipil memiliki banyak perbedaan dalam hal persyaratan perkawinan, Masyarakat sipil ketika ingin melakukan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tuanya, sedangkan anggota Polri yang ingin melakukan perkawinan harus terlebih dahulu menyiapka beberapa persyaratan untuk meminta izin kepada atasannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk memberikan kepastian Hukum tentang Hak dan Kewajiban anggota Polri dalam kehidupan Bahtera rumah tangga. Kehidupan anggota Polri telah diatur sedemikian rupa termasuk problema perkawinan yang apabila dilanggar dikenakan sanksi Kode etik Profesi Polri, sedangkan masyarakat sipil yang melanggar ketentuan peraturan perkawinan tidak ada sanksi yang menjeratnya tetapi perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.
Oleh hal ini dalam mengatasi permasalahan tersebut agar terpenuhi  Kemaslahatan yang berdasarkan tujuan hukum Islam, maka ditempuh melalui metode ijtihad dengan mempergunakan dalil al-Maslahah-Mursalah sebagai penyelesaiannya.
Penerapan al-Maslahah-Mursalah merupakan hal yang sangat tepat, dikarenakan permasalahan ini tidak diatur dalam nash, sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Penerapan al-Maslahah-Mursalah dalam sidang bimbingan pra nikah dan larangan Berpoligami di Institusi Polri. Hal ini mengacu pada persyaratan yang diberikan Imam al-Ghazali mengenai batasan oprasional al-Maslahah-Mursalah.
a) al-Maslahah, al-Mursalah harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memilihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan)
b) al-Maslahah, al-Mursalah tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Al-Sunnah dan Ijma’
c) al-Maslahah, al-Mursalah tersebut menempati level Tahsiniyyah
d) Kemaslahatan harus berstatus qath’i atau dzanni yang mendekati qath’i
Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh manusia, dengan ini anggota Polri harus mempelajari agama Islam dengan benar karena agama merupakan Tameng untuk melangsungkan bahtera rumah tangga. Jiwa dan Akal suatu hal yang tidak terpisahkan diantaranya saling melengkapi. Hak hidup merupakan hak palng asasi bagu setiap manusia untuk Kemaslahatan dan Keselamatan jiwa dan kehidupan manusia sedangkan akal meruapakan sasaran untuk menentukan baik atau buruknya dalam menjalani kehidupan.
Manusia tak luput dari jumlah hartanya yang merupakan sesuatu Pokok dalam kehidupan manusia dalam hal ini sebelumnya melangsungkan perkawinan anggota Polri nantinya akan dibacakan tentang harta, gaji supaya tidak ada perbuatan menyimpang sehingga keluarga tersebut harmonis. Beketurunan meruapakan suatu masalah pokok bagi manusia dalam rangka kelangsungan manusia, sebelum melaksanakan perkawinana calon mempelai perempuan terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan kesehatannya untuk melahirkan generasi-generasi emas yang siap dengan tantangan masa depan yang cerah
Dalam hal ini Sidang bimbingan pra nikah di Institusi Polri sudah memenuhi syarat-syarat al-Maslahah, al-Mursalah, karena dengan adanya sebuah prosedur sidang bimbingan pra Nikah dapat menghilangkan kemudhratan di tubuh Polri, sehingga dapat dijadikan kewajiban bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan dan sesuai dengan hukum yang ada, baik hukum Islam maupun hukum positif.
Konsepsi Keluarga berlandaskan Islamiyah yang dibentuk melalui pernikahan harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan perencanaan yang mantab, oleh karena itu dengan adanya sidang bimbingan pra nikah BP4R diharapkan bisa meminimalisir penipuan data dari kedua pasangan serta citra Polri di mata Masyarakat lebih baik, apalagi di sisi lain sebagian oknum polri melakukan nikah siri/nikah dibawah tangan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang.
Mengenai anggota Polri tidak diizinkan untuk mempunyai istri / suami lebih dari satu, Secara hukum Islam tidak ada larangan untuk berpoligami/berpoliandri tetapi Institusi Polri tidak memperbolehkan anggotanya untuk poligami / poliandri itu semua demi Kemaslahatan keluarga Polri dimana di zaman seperti saat ini banyak manusia yang tujuannya berpoligami hanya mengejar nafsu belaka tanpa memikirkan hal-hal yang baik secara Islam.
Apabila oknum anggota Polri yang akan melakukan perkawinan poligami tanpa izin atau tidak melalui prosedur yang ada misalnya dengan kawin siri atau punya wanita simpanan, padahal kawin siri menurut hukum tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Dan jika oknum Polri tetap melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mengenai soal gaji istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak sah menurut hukum.[footnoteRef:77] [77: ] 
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	Sedangkan akibat hukum apabila oknum Polri yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin dan dilaporkan pada atasannya maka anggota Polri akan dikenai sanksi kode etik profesi Kepolisian.Peraturan tersebut merupakan pedoman bagi pengemban fungsi polri dalam melaksnakan tugasnya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan Polri yang Profesional.[footnoteRef:78] [78:  Petrus Kanisius Noven Manalu, Fungsi Kode Etik Profesi Polisi dalam rangka Menungkatkan Profesionalitas Kinerja, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Jurnal Fakultas Hukum,2014] 



BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
	Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas mengenai urgensi pengaturan izin perkawinan bagi anggota Polri dan ditinjau dari segi Kemaslahatan, sebagai yang telah di paparkan di bab sebelumya.
1. Urgensi Pengaturan Izin Perkawinan anggota Polri adalah Sering terjadinya kasus oknum anggota Polri yang melakukan kawin siri / cerai tanpa sepengetahuan pejabat berwenang. Supaya mewujudnya Administratif yang tertib di lingkup Institusi Polri. Sehingga terjadinya  Kepentingan yang mendesak terkait Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010. yang berisi izin perkawinan harus mendapat izin pejabat berwenang dan anggota Polri dilarang untuk bersuami/beristri lebih dari satu. Oleh karena itu anggota Polri sebelum melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk mengikuti Sidang Pembinaan Pra Nikah, setelah itu akan mendapatkan Surat Izin Kawin oleh pejabat berwenang barulah menikah di KUA, sehingga perkawinanan tersebut sah secara negara maupun agama


1. Dilihat dari sudut Kemaslahatan dengan adanya peraturan terbaru sangat dianjurkan diadakannya sidang bimbingan pra nikah karenanya banyak memberikan kemanfaatan bagi seluruh anggota Polri hal ini dimaksudkan sebagai penyerahan tanggung jawab yang dibebankan kepada istri atau suami anggota Polri selama berdinas di Kepolisian, serta menimalisir manipulasi data diri oleh kedua calon mempelai, kemudian untuk memberikan kesiapan kepada istri ketika ditinggal dinas di luar, selain itu anggota Polri tidak diizinkan untuk bersuami/beristri lebih dari satu. secara agama tidak ada larangan tersebut tetapi institusi dengan tegas tidak diperbolehkan 
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bersuami/beristri lebih dari satu menimbang tugas polri yang cukup berat serta sedikit waktu untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Apabila ada oknum anggota Polri yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi Kode Etik Profesi Kepolisian.
1. Saran	
Sebaiknya Institusi Polri lebih memperketat  dalam memberikan Izin terhadap anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan sehingga tidak ada lagi pelanggaran kawin tanpa izin pejabat berwenang yang di lingkungan Polri.
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Agar dalam pelaksanaan pembinaan pra nikah pada sidang BP4R pihak ketiga  lebih memperhatikan materi yang akan disampaikan di Bimbingan Pra nikah melalui sidang BP4R, sehingga tidak terjadi dampak permasalahan yang lebih luas dalam rumah tangga tersebut
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